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DPRD PEKANBARU GELAR PARIPURNA PERTANGGUNGJAWABAN APBD 2023 

DAN RANPERDA RPJPD 

 

 

Sumber gambar: 

https://www.riau1.com/berita/pekanbaru/pemko-pekanbaru-ajukan-ranperda-

pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-2023 
 

Dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Pekanbaru secara resmi sudah 

disahkan DPRD Kota Pekanbaru, yakni Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2023 dan Ranperda tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2025-2045. 

Penyampaian tersebut disampaikan melalui rapat paripurna IV masa sidang ketiga tahun 

sidang 2023/2024 ini berlangsung di Ruang Paripurna Balai Payung Sekaki, Rapat dipimpin 

Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Ginda Burnama ST MT didampingi Wakil Ketua DPRD 

Kota Pekanbaru lainnya Tengku Azwendi Fajri SE MM. 

Rapat dihadiri Pj Walikota Pekanbaru dalam hal ini diwakili Sekdako Pekanbaru Indra 

Pomi Nasution diikuti Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD serta Camat.Dalam kesempatan itu, 

Sekdako Pekanbaru, Indra Pomi Nasution menyampaikan, Pemko Pekanbaru telah 

menyelesaikan laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2023 dalam rangka memenuhi 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023, yang meliputi laporan keuangan daerah pada satu 

tahun anggaran. 

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun merupakan hasil konsolidasi dari laproan 

keuangan satuan kerja perangkat daerah yang terdiri laporan registrasi keuangan, laporan 

perubahan saldo anggaran lebih, neraca laporan operasial, laporan harus khas, laporan perubahan 

ekuitas, catatan atas laporan keuangan dan telah dilakukan audit oleh BPK RI. 
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Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK RI wilayah Provinsi Riau memberikan opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemko Pekanbaru tahun 2023. 

Jumlah WTP yang telah diraih tahun ini merupakan tahun ke-8 Pemko Pekanbaru meraih opini 

WTP secara berturut-turut dimulai dari tahun 2016. 

Sedangkan, penyusunan RPJPD 2025-2045 Kota Pekanbaru telah melalui beberapa 

tahapan proses yang dimulai dari tahapan forum konsultasi publik, konsultasi rancangan awal 

RPJPD dengan Provinsi Riau dan Musrenbang RPJPD sehingga subtansi dokumen ini dapat 

mengalami penajaman dan penyempurnaan atas masukan dan saran dari berbagai pihak. 

Berdasarkan masukan dari berbagai stakeholder yang dilibatkan dalam RPJPD Kota 

Pekanbaru 2025-2045, Pemko Pekanbaru mengajukan rumusan visi pembangunan Kota 

Pekanbaru untuk 20 tahun kedepan, yaitu Kota Pekanbaru Bertuah yang berbudaya, maju dan 

berkelanjutan. 

"APBD 2023 kita sudah kita selesaikan dan sudah diaudit oleh BPK. Kemudian, tadi 

kita sampaikan juga ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023," ungkap 

Indra Pomi. 

Sedangkan, Ranperda tentang RPJPD Kota Pekanbaru 2025-2045 ini merupakan 

rencana pembangunan dua puluh tahun ke depan yang nantinya akan dibagi dalam 4 tahap. 

"(RPJPD) Ini akan menjadi pedoman bagi calon kepala daerah terpilih nanti dalam rangka 

membangun Kota Pekanbaru 20 tahun kedepan," ucap Indra Pomi. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Ginda Burnama mengatakan, 

pihaknya akan menyusun jadwal tahapan untuk dua ranperda ini serta membentuk keanggotaan 

Panitia Khusus (Pansus). 

"Dua Ranperda ini diutamakan selesai awal bulan Agustus kita selesaikan, karena kalau 

RPJPD itu sudah ditetapkan Kemendagri dan waktunya sudah diatur dan sudah disesuaikan," 

ujar Ginda. 

"Sehingga DPRD harus bekerja lebih ekstra lagi karena instruksi dari Kemendagri itu 

sudah ada tabel depodik untuk pengerjaan Ranperda tersebut, maka dari itu kita akan bekerja 

maksimal dalam satu bulan ini dan akan segera membentuk tim pansus dalam minggu ini," 

tambahnya. 

Politisi Gerindra ini menyebut, DPRD Kota Pekanbaru akan segera menindaklanjuti dua 

draft ranperda yang telah disampaikan Pemko Pekanbaru tesebut."Jadi dua ranperda ini kita 

fokuskan untuk segera diselesaikan di awal bulan Agustus," pungkasnya 
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Sumber berita: 

1. https://www.riau1.com/berita/pekanbaru/pemko-pekanbaru-ajukan-ranperda-

pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-2023, 01/07/2024; 

2. https://www.sergaponline.com/read-23370-2024-07-02--dprd-pekanbaru-gelar-paripurna-

pertanggungjawaban-apbd-2023-dan-ranperda-rpjpd.html, 02/07/2024; 

 

 

Catatan:  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah merupakan implementasi dari kebijakan keuangan di daerah yang memuat 

rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka 

melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan pelayanan umum dalam periode waktu 

tertentu (satu tahun) yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang APBD. 

 APBD dibuat antara lain untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat 

terhadap pelayanan sosial dasar, kesehatan, dan pendidikan, agar dapat terjamin secara layak, 

termasuk juga bagaimana Pemerintah Daerah menyiapkan pelayanan di bidang transportasi, 

pemukiman, dan akses pengelolaan sumber daya alam. 

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan sebuah proses yang 

diawali dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

kemudian dilakukan persetujuan oleh DPRD, pengesahan oleh Pemerintah Pusat, penetapan 

menjadi APBD sampai dengan implementasi dan penerapan atau pemanfaatan anggaran dengan 

melaksanakan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkannya. Di setiap tahapan 

pengelolaan APBD tersebut, aspek pengawasan menjadi strategis dalam mengimplementasikan 

prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih. 

Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup 

pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan 

pertanggungjawaban keuangan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:  

a. Perencanaan dan Penganggaran  

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan 

pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang 

berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program 

kerja.  

Proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan 

pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan 

dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang 
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penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala 

Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan 

bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada 

gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi 

guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada 

sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk 

menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi 

Perkada tentang penjabaran APBD.  

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan  

Peraturan Pemerintah ini mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan 

kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari 

pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal 

yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD.  

Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai 

pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat 

Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), serta Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan 

otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan, untuk 

mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan 

kontrol internal Pemerintah Daerah.  

Proses pelaksanaan dan penatausahaan harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak 

dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.  

c. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah  

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. 

Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. 

Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan 

keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi 

anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan 

ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan 

keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan 

akuntansi berbasis akrual.  
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Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa 

laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja 

Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari 

proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui 

laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses 

penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya 

 

 

Disclaimer: 

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan 

disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK 

Perwakilan Provinsi Riau. 


